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PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN RINGINARUM
DESA ROWOBRANTEN
Sekretariat : Jl. Rowoaking Rt 03 Rw 02 Rowobranten KP 51356


PERATURAN DESA ROWOBRANTEN
NOMOR :   03 TAHUN  2018
TENTANG

PEMAKAIAN TANAH – TANAH  DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROWOBRANTEN,

	Menimbang


	:
	a.

b.

c.
	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa  menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
bahwa  Peraturan Desa tentang Pemakaian Tanah Tanah Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah  dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa  Rowobranten tentang Pemakaian Tanah Tanah Desa Tahun Anggaran 2018


	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

	
	
	3.
	Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	5.
	Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

	
	
	10.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

	
	
	11.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	
	12.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

	
	
	13.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

	
	
	14.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

	
	
	15.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

	
	
	16.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

	
	
	17.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

	
	
	18.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

	
	
	19.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

	
	
	20.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

	
	
	21.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

	
	
	22.
	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

	
	
	23.
	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan     Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

	
	
	24.
	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 13);

	
	
	25.
	Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);

	
	
	26.
	Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);

	
	
	27.
	Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 73);

	
	
	28.
	Peraturan Desa Rowobranten Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rowobranten


Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  ( BPD ) DESA ROWOBRANTEN KECAMATAN RINGINARUM
dan

KEPALA DESA ROWOBRANTEN KECAMATAN RINGINARUM
M E M U T U S K A N ;
	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA ROWOBRANTEN KECAMATAN RINGINARUM TENTANG PEMAKAIAN TANAH- TANAH DESA DESA ROWOBRANTEN TAHUN ANGGARAN 2018




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Desa adalah Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum.

b. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Rowobranten yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

c. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Rowobranten yang terdiri dari Kepala  Desa dan semua Perangkat Desa.

d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rowobranten;

e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Rowobranten;

BAB II

JENIS-JENIS TANAH DESA

Pasal  2

Jenis –Jenis tanah Desa , diatur sebagai berikut:

(1) Tanah – Tanah Bondo Desa Rowobranten, terdiri :

a. Tanah Bondo Desa C Nomor….  Klas S.II  Persil Nomor   57a Blok Canggal seluas 0,320 Ha dengan batas sebagai berikut :   
      -     Sebelah  Utara        : Jalan
      -     Sebelah Timur        : Bengkok Kepala Desa
      -     Sebelah  Selatan     : Bondo Desa
      -     Sebelah  Barat        : Bengkok Carik
b. Tanah Bondo Desa  C Nomor…. Kas D.III Persil 57b Blok Canggal  seluas 0,320 Ha dengan batas-batas,sebagai berikut :

-    Sebelah  Utara        :  Bondo Desa
-    Sebelah  Timur       :  Bengkok Kepala Desa
-    Sebelah  Selatan     :  Saluran
-    Sebelah  Barat        :  Bengkok Carik        

(2) Tanah Desa yang digunakan Bengkok Kepala Desa,terdiri :

a. Tanah C Desa Nomor  .… Klas S.II Persil 50a Blok Canggal  seluas 2,100 Ha dengan batas-batas, sebagai berikut :

      -  Sebelah  Utara            :  Jalan
      -  Sebelah  Timur           :  Desa Galih
      -  Sebelah  Selatan         :  Bengkok Kades
      -  Sebelah  Barat            :  Bondo Desa
b. Tanah C Desa  Nomor …. Klas D.II Persil 50b Blok  Canggal  seluas 0,695 Ha dengan batas-batas,sebagai berikut :

-  Sebelah Utara     
        :  Bengkok Kepala Desa
-  Sebelah Timur             :  Desa Kedunggading 
-  Sebelah Selatan           :  Desa Kedunggading
-  Sebelah Barat              :   Bondo Desa
c. Tanah C Desa  Nomor …. Klas S.I Persil 34 Blok  Rowo  seluas 2,205 Ha dengan batas-batas,sebagai berikut :

-  Sebelah Utara     
        :  Jalan Desa / Gili
-  Sebelah Timur             :  Bondo Desa 

-  Sebelah Selatan           :  Sukemi, Muji, Mukardi,  Munkanah
-  Sebelah Barat              :   Bengkok Kaur Pelayanan Masyarakat
(3) Tanah Desa yang digunakan Bengkok Sekretaris Desa , terdiri dari :
a. Tanah C Desa Nomor …. Klas S III. Persil 49a Blok Canggal seluas 1,460 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : 

                                   -  Sebelah Utara             : Gili
-  Sebelah Timur            : Bondo Desa
-  Sebelah  Selatan         : Bengkok Carik
-  Sebelah Barat             : bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum
b. Tanah C Desa Nomor ….. Klas D III. Persil 49b Blok Canggal Seluas 0,500 Ha dengan batas-batas , sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             : Bengkok Carik
-  Sebelah Timur            :  Bondo Desa
-  Sebelah Barat             :  Saluran
-  Sebelah Selatan          :  Bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum
c. Tanah C Desa Nomor ….. Klas S I. Persil 30 Blok Rowo Seluas 0,725 Ha dengan batas-batas , sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             : Kawi, Makmun
-  Sebelah Timur            :  Jasmari
-  Sebelah Barat             :  Gili
-  Sebelah Selatan          :  Sundiyah
(4) Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok  Kepala Seksi Pemerintahan, terdiri dari:

a. Tanah C Desa Nomor …. Klas S III. Persil 45 Blok Canggal seluas 0,430 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : 

                                   -  Sebelah Utara             : Jalan
-  Sebelah Timur            : Bengkok Kadus II
-  Sebelah  Selatan         : Bengkok Kasi Pemerintahan
-  Sebelah Barat             : Bengkok Kaur Keuangan 

b. Tanah C Desa Nomor …. Klas D III Persil 53 Blok Canggal Seluas 0.2005 Ha dengan batas-batas , sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             : Bengkok Kasi Pemerintahan
-  Sebelah Timur            :  Bengkok Kadus II
-  Sebelah Barat             :  Saluran
-  Sebelah Selatan          :  Bengkok Kaur Keuangan
(5) Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok  Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, terdiri dari:

a.  Tanah C Desa Nomor …. Klas S I. Persil 35 Blok Rowo seluas 0,720 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : 

                                   -  Sebelah Utara             : Jalan / Gili
-  Sebelah Timur            : Bengkok Kades
-  Sebelah  Selatan         : Muntiatun
-  Sebelah Barat             : Kisyanto  
(6) Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok  Kaur Keuangan, terdiri dari:

a. Tanah C Desa Nomor …. Klas S III. Persil 46 Blok Canggal seluas 0,475 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : 

                                   -  Sebelah Utara             : Jalan

-  Sebelah Timur            : Bengkok Kasi Pemerintahan
-  Sebelah  Selatan         : Bengkok Kaur Keuangan
-  Sebelah Barat             : Slamet Riyadi   

b. Tanah C Desa Nomor …. Klas D III Persil 54 Blok Canggal  Seluas 0,220 Ha dengan batas-batas , sebagai berikut :

-  Sebelah Utara             : Bengkok Kaur Keuangan
-  Sebelah Timur            :  Bengkok Kasi Pemerintahan
-  Sebelah Barat             :  Saluran
-  Sebelah Selatan          :  Slamet Riyadi
(7) Tanah Desa yang digunakan utuk Bengkok Kepala Dusun 1, yaitu
a. Tanah C  Desa  Nomor …. Klas S.I Persil 32 plus 33 Blok Rowo seluas 0,690 Ha  dengan     batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara            : SDN / Balai Desa    Rowobranten
        - Sebelah Timur            : Gili
        - Sebelah Selatan          : Samsuri / Kuzaeri
        - Sebelah Barat             : Bondo Desa     

(8) Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok Kaur Perencanaan  :

a.  Tanah  C   Desa   Nomor   ….  Klas  S.I persil 33 Blok Rowo seluas     0,606 Ha     dengan batas-batas , sebagai berikut :

          - Sebelah Utara          : SD
          - Sebelah Timur         : Bengkok Kadus I
          - Sebelah Selatan       : Sukemi
          - Sebelah Barat          : Bengkok Kades
 b. Tanah  C  Desa  Nomor  …..   Klas S. I Persil 7 + 8 Blok Rowo seluas       0,195 Ha  dengan batas-batas, sebagai berikut :

          - Sebelah Utara          : Sukardi
          - Sebelah Timur         : Jalan Desa
          - Sebelah  Selatan      : Ahmad Thoib
          - Sebelah Barat          : Sawah Desa Purworejo
c. Tanah  C  Desa  Nomor  …..   Klas S. II Persil 43 Blok Canggal seluas       0,170 Ha  dengan batas-batas, sebagai berikut :

          - Sebelah Utara          : Saluran
          - Sebelah Timur         : Katib bin Rateman
          - Sebelah  Selatan      : Jalan
          - Sebelah Barat          : Ismail
(9) Tanah Desa yang digunakan  untuk Bengkok Kaur Umum dan tata usaha,        yaitu :
a. Tanah  C Desa  Nomor  …. Klas D. III  Persil  48 
seluas 0,530 Ha  dengan Batas-batas sebagai berikut :

          - Sebelah Utara            : Jalan.

          - Sebelah Timur           : Bengkok Carik
- Sebelah  selatan        :  Bengkok Kaur Tata Usaha Umum
          - Sebelah barat             : Bengkok Kadus II
b. Tanah  C Desa  Nomor  …..    Klas D. III  Persil     48 

     seluas 0,530 Ha  dengan Batas-batas sebagai berikut :

          - Sebelah Utara            : Jalan.

          - Sebelah Timur           : Bengkok Carik
- Sebelah  selatan        :  Bengkok Kaur Tata Usaha Umum
          - Sebelah barat             : Bengkok Kadus II

(10).Tanah Desa yang digunakan untuk Bengkok Kadus II
a.  Tanah   C Desa   Nomor …. Klas S .III Persil 47 +55  seluas 0,695
      Ha dengan batas –batas , sebagai berikut :

            - Sebelah Utara         : Saluran
- Sebelah Timur        : Bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum
            - Sebelah Selatan      : Saluran
- Sebelah Barat         : Bengkok Kasi Pemerintahan
BAB . III

SISTEM DAN TATA CARA PEMAKAIAN TANAH.

Pasal  3.

    Tanah-tanah milik Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 (1) Peraturan Desa iini, dan tanah-tanah Desa    sebagaimana          yang dimaksud pasal 2 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7) ,(8), (9), (10), dan (11) Peraturan Desa ini yang Perangkat Desanya Kosong, dapat disewakan Kepada masyarakat Desa atau masyarakat di luar Desa.

Pasal 4.

Mekanisme persewaan tanah-tanah Desa diatur sebagai berikut :

1. Untuk persewaan tanah sawah dengan mekanisme pelelangan.

2. Untuk persewaan tanah darat dengan mekanisme tanpa pelelangan.

Pasal 5.

(1).Tata cara pelelangan tanah sawah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), diatur sebagai berikut: 

     a.  Pelelangan dilaksanakan secara terbuka.

b. Peserta lelang diprioritaskan warga Desa

c. Dalam hal warga Desa yang tidak ada berminat,   dilaksanakan pelelangan umum yang dapat diikuti oleh warga diluar desa .

                           (2). Tehnik dan tata tertib pelelangan diatur lebih lanjut oleh    

                                 Kepala Desa.

Pasal 6.

(1) Setiap Pemenang Lelang sewa tanah milik Desa , ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disampaikan Kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Disamping Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, harus dilengkapi dengan perjanjian persewaan tanah Desa , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemenang Lelang.

BAB IV.

BESARNYA SEWA TANAH.

Pasal 7

Besarnya sewa tanah ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi pada saat pelaksanaan lelang , yang harus dibayar oleh dan menjadi tanggungjawab pemenang lelang.

Pasal 8

 

Penerimaan  dari sewa pemakain tanah-tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Desa ini disetorkan ke Kas Desa.

BAB V.

SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 9.

(1) Dalam hal penyewa tanah-tanah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Desa ini tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi berupa denda sebasar 25 % ( dua puluh lima perseratus ) dari besarnya sewa dan haknya sebagai pemenang lelang sewa tanah dianggap gugur.

(2) Dalam hal penyewa tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Desa ini tidak membayar tetap waktunya sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Desa atau kurang membayar ( belum lunas)  tepat waktu penyewa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua perseratus ) setiap bulannya dari besarnya sewa..

BAB  VI.

PENGAWASAN.

Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa ini, dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD).

BAB VII.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua Keputusan  Desa dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini , dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.
BAB  VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

         Agar setiap orang dapat mengertahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Rowobranten.

          Ditetapkan   : di Desa Rowobranten.





   Pada tanggal: 31 Januari 2018.
                                                                                        KEPALA DESA ROWOBRANTEN.

                                                                                               S U P A N I
Diundangkan di Rowobranten
Pada tanggal 31 Januari 2018
SEKRETARIS  DESA ROWOBRANTEN
          ISLACHUL CHARIRIN
LEMBARAN DESA ROWOBRANTEN TAHUN 2018 NOMOR 03
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA ROWOBRANTEN  KECAMATAN RINGINARUM

NOMOR :    03   TAHUN  2018

TENTANG

PEMAKAIAN TANAH – TANAH DESA
DESA ROWOBRANTEN KECAMATAN RINGINARUM
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	Menimbang
	:
	a. 
	bahwa berdasarkan hasil musyawarah rapat BPD yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 31 Januari 2018, BPD sepakat dan dapat menyetujui tentang pemakaian tanah – tanah desa di Dsa Rowobranten Kecamatan Ringinarum;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf “a” diatas, perlu menetapkan persetujuan Pemakain Tanah –Tanah Desa tersebut diatas, dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum.

	Mengingat
	
	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11 .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepntingan Umum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587); sebagaiman telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5597);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,   Pemerintahan  Daerah  Provinsi dan  Pemerintahan   Daerah      Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahuin 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. 5);
Peraturan Bupati Kendal nomor 46 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal;
Peraturan Desa Rowobranten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa. 

	
	
	
	MEMUTUSKAN  :

	Menetapkan
	:
	
	

	KESATU
	:
	Keputusan Desa Badan Perwakilan Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Rowobranten Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemakaian Tanah tanah Desa, Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum.

	KEDUA
	:
	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	

	Ditetapkan di  Rowobranten

Pada tanggal   31 Januari  2018


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBRANTEN

	K e t u a

MISBAH ZULIANTO, S.Pd.I
	
	Wakil Ketua

S U T O Y O



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN RINGINARUM

DESA ROWOBRANTEN
Sekretariat : Jl. Rowoaking Rt 03 Rw 02 Rowobranten KP 51356


DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERWAKILAN DESA ROWOBRANTEN

Hari

: Rabu

Tanggal
: 31 Januari 2018

Membahas
:  Rancangan Peraturan Dsa Rowobranten Nomor 03 Tentang Pemakaian    Tanah-tanah Desa, Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kendal

	NO
	NAMA
	JABATAN
	ALAMAT
	TANDA TANGAN

	1
	Misbah Zulianto, S.Pd I
	Ketua BPD
	Rt 02 Rw 04
	1


	2
	Sutoyo
	Wakil Ketua BPD
	Rt 03 Rw 02
	2


	3
	Syamsul Ma’arif, SH
	Sekretaris BPD
	Rt 01 Rw 03
	3


	4
	Fauzan
	Anggota
	Rt 01 Rw 06
	4


	5
	Mawahib
	Anggota
	Rt 02 Rw 05
	5


	6
	Hj. Umi Marhamah
	Anggota
	Rt 01 Rw 03
	6


	7
	Siti Muasyiah
	Anggota
	Rt 02 Rw 01
	7



Ketua BPD
Desa Rowobranten,

Misbah Zulianto, S.Pd I

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN RINGINARUM

DESA ROWOBRANTEN
Sekretariat : Jl. Rowoaking Rt 03 Rw 02 Rowobranten KP 51356


DAFTAR HADIR RAPAT

PERANGKAT  DESA ROWOBRANTEN

Hari

: Rabu

Tanggal
: 31 Januari 2018

Membahas
:  Rancangan Peraturan Dsa Rowobranten Nomor 03 Tentang Pemakaian    Tanah-tanah Desa, Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kendal

	NO
	NAMA
	JABATAN
	ALAMAT
	TANDA TANGAN

	1
	Supani
	Kades
	Rt 01 Rw 06
	1



	2
	Islachul Charirin
	Sekdes
	Rt 02 Rw 04
	2



	3
	Muh. Froni
	Kaur TU & Umum
	Rt 04 Rw 01
	3



	4
	Raswin
	Kaur Keuangan
	Rt 02 Rw 02
	4



	5
	Mustaqim
	Kaur Perencanaan
	Rt 02 Rw 04
	5



	6
	Didik Bowo Endarjo
	Kasi Pemerintahan
	Rt 03 Rw 01
	6



	7
	Muhlisin
	Kasi Pelayanan Masyarakat
	Rt 02 Rw 04
	7



	8
	Atmo
	Kadus I
	Rt 02 Rw 03
	8



	9
	Juwahir
	Kadus II
	Rt 01 Rw 04
	9




Kepala Desa Rowobranten,

S U P A N I

PERATURAN DESA ROWOBRANTEN
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TENTANG

PEMAKAIAN TANAH TANAH DESA


DESA ROWOBRANTEN

KECAMATAN RINGINARUM

KABUPATEN KENDAL

